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PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai
Negeri Sipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional dilaksanakan
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

b. bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat ketidakseragaman
baik dalam tata cara pengajuan maupun data dukung secara
administrasi sehingga diperlukan suatu pedoman mengenai
izin perkawinan dan perceraian di BATAN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman

Pemberian izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai BATAN;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3424);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan
Tenaga Nuklir Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor
360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
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10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Disiplin dan
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Badan Tenaga Nuklir
Nasional;

11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16

Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai
Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut
Pedoman, merupakan panduan dalam pelaksanaan administrasi
pemberian izin perkawinan dan perceraian dan panduan bagi

Pejabat yang berwenang memberikan izin.
Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Peraturan ini.



Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

-ttd-

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 476

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA

TOTTI TIIPTOSUMIRAT



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan
abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat
dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal
hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau
bermaksud melakukan perceraian. Sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan
tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh wurusan kehidupan rumah
tangga/keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mengatur
ketentuan tentang perkawinan dan perceraian.

Untuk itu perlu ada pedoman sebagai acuan bagi PNS dalam menaati

ketentuan izin perkawinan dan perceraian.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Pedoman ini sebagai acuan bagi PNS dalam menaati ketentuan izin
perkawinan dan perceraian;

Sebagai panduan bagi atasan dalam upaya merukunkan kembali PNS
yang akan melakukan perceraian; dan

Agar pelaksanaan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman pemberian izin perkawinan dan perceraian pegawai BATAN

ini berisi tentang ketentuan mengenai perkawinan meliputi ketentuan bagi

PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang dan larangan terhadap PNS

wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan seterusnya,

perceraian, larangan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah,

laporan perkawinan dan mutasi keluarga serta sanksi-sanksi.

D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan di Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN).

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Kepala BATAN.

Atasan adalah PPK struktural yang membawahi PNS di lingkungan Unit
Kerja.

Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang
selanjutnya disebut Tim adalah personal yang ditunjuk dalam Surat
Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK.

Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
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Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
dan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan.
Anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah,
anak yang disahkan, atau anak angkat.
Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan
tunjangan lain yang berhak diterimanya termasuk tunjangan kinerja
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, setelah dipotong iuran
wajib.
[uran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan
keluarga PNS untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran
jaminan kesehatan, tidak termasuk cicilan hutang yang timbul setelah
terjadinya perceraian.
Mutasi keluarga adalah suatu perubahan yang terjadi pada keluarga,
yaitu perkawinan, perceraian, kelahiran/pertambahan anak, kematian

anak, dan kematian suami/istri.
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BAB II
PERKAWINAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI

SEORANG

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, PNS

pria yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

1.
2.

Memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari PPK.

Memenuhi paling kurang satu syarat alternatif dan ketiga syarat

kumulatif, yaitu :

a. Syarat Alternatif

1)

2)

3)

istri tidak dapat menjalankan kewajiban secara biologis
maupun kewajiban lain karena menderita penyakit jasmani
atau rohani yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter pemerintah;

istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak
dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita
penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter Pemerintah; atau

istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah paling
kurang 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter pemerintah.

b. Syarat Kumulatif

1)

2)

ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri
PNS yang bersangkutan. Apabila istri PNS pria yang
bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu
membuat surat persetujuan secara tertulis secara ikhlas.
Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan PNS yang
bersangkutan paling rendah pejabat eselon IV/pengawas;

PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang

cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-
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anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak
penghasilan; dan

3) ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa
ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya,
sesuai dengan Anak Lampiran 1.

Surat pemintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dibuat sesuai

dengan Anak Lampiran 2, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan bukti sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 huruf a dan semua bahan bukti
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

b. Dibuat paling kurang dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

1) 1 (satu) lembar untuk PPK; dan
2) 1 (satu) lembar untuk pertinggal.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih

dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada PPK.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri

lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada PPK melalui

saluran hirarki paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
ia menerima surat permintaan izin itu.

PPK harus mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan

terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu.

Sebelum mengambil keputusan, PPK secara hirarki ke bawah

berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada PNS dan calon

istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri
lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat PNS
yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat
kedudukan PPK, maka PPK dapat menginstruksikan kepada atasan

PNS untuk memberikan nasehat tersebut.

Apabila nasehat sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak

berhasil, maka PPK mengambil keputusan atas permintaan izin

untuk beristri lebih dari seorang.
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Permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang ditolak apabila :

a.

bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;

. tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari
seorang bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan,
yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung PNS
yang bersangkutan, paling rendah pejabat eselon IV/pengawas
atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat sesuai Anak

Lampiran 3.

Permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dapat disetujui

apabila :

a.

tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;

memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b;

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

alasan-alasan yang dikemukakan wuntuk beristri lebih dari
seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas
kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan
langsung PNS yang bersangkutan, paling rendah pejabat eselon
IV/pengawas atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat sesuai

dengan Anak Lampiran 4.

Surat Keputusan :

a.

Penolakan permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang,

dibuat sesuai dengan Anak Lampiran 5.
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13.
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b. Pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang dibuat sesuai
dengan Anak Lampiran 6.

Surat Keputusan penolakan dan surat keputusan pemberian izin
untuk beristri lebih dari seorang masing-masing dibuat dalam
rangkap 4 (empat), yaitu :
a. 1 (satu) lembar untuk PNS yang bersangkutan;
b. 1 (satu) lembar untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c. 1 (satu) lembar untuk atasan langsung PNS;
d. 1 (satu) lembar untuk arsip.
PNS pria yang telah mendapat izin untuk beristri lebih dari seorang,
apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib
melaporkannya kepada PPK melalui saluran hirarki paling lambat 1
(satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan,

yang dibuat sesuai dengan Anak Lampiran 7.

PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG AKAN MENJADI ISTRI
KEDUA/KETIGA/KEEMPAT DAN SETERUSNYA

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, sehingga:

1.

PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan
seterusnya.
Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri

kedua/ketiga/keempat dan seterusnya dilarang menjadi PNS.
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BAB III
PERCERAIAN

PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis
atau surat keterangan lebih dahulu dari PPK.

PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan
berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih
dahulu dari PPK.

PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan
berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis
adanya gugatan dari suami atau istrinya, dibuat sesuai dengan Anak
Lampiran 8.

Pemberitahuan adanya gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada angka
3 disampaikan melalui saluran hirarki kepada PPK untuk mendapatkan
surat keterangan, dalam waktu paling lambat enam hari kerja setelah ia
menerima gugatan perceraian yang dibuat sesuai Anak Lampiran 9.
Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya
berkedudukan sebagai PNS baik  dalam satu lingkungan
departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda,
masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat
keterangan lebih dahulu dari PPK.

PNS dapat melakukan perceraian apabila ada salah satu dari alasan sah
seperti tersebut dibawah ini:

a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :

1) keputusan pengadilan;

2) surat pernyataan dari paling kurang 2 (dua) orang saksi yang telah
dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut
diketahui oleh PPK yang berwajib serendah-rendahnya Camat dan
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak
Lampiran 10; atau

3) perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan

tertangkap tangan. Dalam hal demikian, maka pihak yang
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mengetahui perbuatan zinah membuat laporan yang menguraikan
hal ikhwal perzinahan itu, yang dibuat menurut Anak Lampiran 11.

b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar
disembuhkan yang dibuktikan dengan:

1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang
mengetahui perbuatan itu, diketahui oleh PPK yang berwajib
serendah-rendahnya Camat, yang dibuat menurut Anak Lampiran
12; atau

2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa
menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi
pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar
disembuhkan /diperbaiki.

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang
disahkan oleh Camat.

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan
berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum
dari dokter pemerintah.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukum lagi dalam
rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala
Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.

Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat sesuai dengan Anak

Lampiran 13.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan

salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam

pada angka 2.
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Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat rangkap 2 (dua) untuk :
a. PPK yang disampaikan melalui saluran hirarki; dan
b. pertinggal.
Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus
berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila
usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian
itu kepada PPK secara hirarki disertai pertimbangan tertulis, paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat
permintaan izin perceraian.

PPK harus mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung

mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian.

Sebelum mengambil keputusan, PPK melalui Tim wajib secara optimal

merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat.

Apabila perlu, PPK melalui Tim dapat meminta keterangan dari pihak lain

yang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan.

Apabila upaya merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak

berhasil, maka PPK melalui Tim mengambil keputusan atas permintaan

izin perceraian itu dengan mempertimbangkan :

a. alasan-alasan yang dikemukakan oleh PNS yang bersangkutan
sebagaimana tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan
lampiran-lampirannya;

b. pertimbangan yang diberikan oleh atasan langsung PNS yang
bersangkutan; dan

c. keterangan dari pihak lain yang mengetahui keadaan suami istri yang
mengajukan permintaan izin perceraian, apabila ada.

Keputusan PPK dapat berupa :

a. penolakan pemberian izin; dan

b. pemberian izin.

Permintaan izin untuk bercerai ditolak , apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;

b. tidak ada alasan yang sah;
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c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
d. alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
Permintaan izin untuk bercerai dapat diberikan, apabila :
a. tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;
b. ada alasan yang sah;
c. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
d. alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal
sehat.
Penolakan atau pemberian izin perceraian dilakukan dengan surat
keputusan.
Surat keputusan penolakan permintaan izin perceraian dibuat menurut
Anak Lampiran 14.
Surat Keputusan pemberian izin perceraian dibuat menurut Anak
Lampiran 15.
Surat Keputusan penolakan atau pemberian izin perceraian dibuat
rangkap 3 (tiga) yaitu:
a. 1 (satu) lembar untuk PNS yang bersangkutan;
b. 1 (satu) lembar untuk atasan langsung PNS yang bersangkutan, paling
rendah pejabat eselon IV/pengawas; dan
c. 1 (satu) lembar untuk pertinggal.
Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-
anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan
sebagai berikut :
1) sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan.
2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas
istrinya.
b. Walaupun perceraian terjadi atas kehendak PNS pria namun akar

permasalahan terjadinya perceraian disebabkan oleh istri, maka PNS



22.

23.
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pria tidak diwajibkan memberikan sebagian penghasilan kepada bekas

istri.

c. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua,

yaitu setengah untuk PNS pria yang bersangkutan dan setengah untuk

bekas istrinya.

d. Apabila anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan, maka pembagian

gaji ditetapkan sebagai berikut :

1) sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan.

2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya.

3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria

yang bersangkutan.

e. Apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan

sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi
hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
Contohnya: Seorang PNS bercerai dengan istrinya, pada waktu
perceraian terjadi mereka mempunyai tiga orang anak, yang seorang
mengikuti PNS yang bersangkutan dan yang dua orang mengikuti
bekas istri. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak
anak itu dibagi menjadi sebagai berikut :
1) 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 1/9 (sepersembilan) gaji
diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan; dan
2) 2/3 (duapertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 2/9 (duapersembilan) gaji
diterimakan kepada bekas istrinya.
Hak atas bagian gaji sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila
perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena
istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan
perkataan lain, apabila istri meminta cerai karena dimadu, maka sesudah
perceraian terjadi, bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut.
Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran
bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri

yang bersangkutan kawin lagi.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak

ikut bekas istri tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak

tersebut yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan.

Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti PNS dan

sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak

tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap

diterimakan kepada bekas istri.

Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh

lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah

kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran

bagian gaji untuknya dihentikan.

Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut pada angka

24, dibayarkan kepada PNS yang bersangkutan.

Apabila PNS pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin

lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas

istri tersebut berhak menerima:

a. 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji PNS yangbersangkutan,
apabila anak mengikuti PNS tersebut;

b. 2/3 (duapertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji PNS yang bersangkutan
apabila anak mengikuti bekas istri; dan

c. apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan
sebagian anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 (sepertiga) dari 1/3
(sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah
anak.

Pembagian gaji sebagaimana dimaksud angka 26, adalah menjadi

kewajiban masing-masing PPK yang bersangkutan, atau pejabat lain yang

ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah PNS yang

bersangkutan.

Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang

bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:

a. apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka
pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.

b. dengan tidak mengurangi ketentuan huruf a di atas, maka:



1)

2)

-14 -
apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 (sepertiga)
gaji PNS yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan
kepada bekas istrinya;

apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan
sebagian mengikuti bekas istrinya, maka 1/3 (sepertiga) gaji yang

menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.
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BAB IV

LARANGAN HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH

PNS dilarang hidup bersama dengan wanita/pria sebagai suami istri di
luar ikatan perkawinan yang sah.

Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya PNS
dilingkungannya melakukan hidup bersama diluar perkawinan yang sah,
wajib memanggil PNS yang bersangkutan untuk diperiksa, apakah ia
benar melakukan hidup bersama dengan wanita/pria di luar ikatan
perkawinan yang sah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Pejabat atau pejabat
lain yang ditunjuk olehnya.

Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata, bahwa PNS yang
bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama dengan
wanita/pria di luar ikatan perkawinan yang sah, maka PNS yang
bersangkutan diperingatkan secara tertulis agar ia menghentikan hidup

bersama itu.
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BAB V
LAPORAN MUTASI KELUARGA

Setiap PNS wajib melaporkan kepada PPK secara hirarki setiap mutasi

keluarganya, yaitu :

1.

A.

Laporan perkawinan pertama dan laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil

yang telah menjadi duda/janda.

Laporan perkawinan PNS pria yang beristri lebih dari seorang.

Laporan perceraian.

Laporan Perkawinan

1.

PNS yang telah melangsungkan perkawinan pertama, wajib

melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada PPK secara

hirarki.

Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), berlaku juga bagi

PNS duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi dan PNS yang

melakukan perkawinan kedua.

Laporan perkawinan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) harus

dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai

tanggal perkawinan itu dilangsungkan.

Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dibuat

dengan Anak Lampiran 16 atau 17.

Laporan perkawinan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) untuk :

a. PPK yang disampaikan secara hirarki;

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui
Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya; dan

c. Pertinggal.

Laporan perkawinan tersebut dilampirkan:

a. Salinan sah surat nikah/akta nikah sebanyak 1 (satu) rangkap
untuk PPK dan 1 (satu) rangkap untuk Kepala BKN.

b. Pas foto berwarna istri/suami ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu)
lembar untuk PPK dan 2 (dua) lembar untuk Kepala BKN,

dibelakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap istri/suami
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serta nama dan NIP/Nomor Identitas PNS yang menjadi

suami/istri.

B. Laporan Perceraian
1. PNS yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian, apabila
telah melakukan perceraian dan mendapatkan salinan sah surat
cerai/akta perceraian dari pengadilan, maka ia wajib melaporkannya
kepada PPK secara hirarki sesuai dengan Anak Lampiran 18, paling
lambat 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian dilakukan.
2. Laporan perceraian dilampiri dengan salinan sah surat cerai/akta
perceraian, petikan putusan pengadilan dan surat pernyataan
pembagian gaji sesuai dengan Anak Lampiran 19 serta dibuat
rangkap 4 (empat) yaitu :
a. 1 (satu) lembar untuk PPK yang disampaikan melalui saluran
hirarki;
b. 1 (satu) lembar untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang
disampaikan melalui PPK atau PPK lain yang ditunjuk olehnya;
c. 1 (satu) lembar untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang
setingkat dengan itu; dan

d. 1 (satu) lembar untuk pertinggal.
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BAB VI
SANKSI

PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat, apabila :

melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari PPK;
beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari
PPK; dan

melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan
perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh
PPK, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.

menolak melaksanakan pembagian gaji dan/atau tidak mau

menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dijatuhkan oleh

PPK yang berwenang menghukum menurut ketentuan dan tata cara

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Atasan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat, apabila

melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

a.

tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan
izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan
perceraian, dan/atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan
izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS di
unit kerjanya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan

perkawinan yang sah.
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BAB VII
LAIN-LAIN

Ketentuan dalam pedoman ini berlaku bagi :
a. Calon Pegawai Negeri Sipil,;
b. Pegawai Negeri Sipil yang :
1) diangkat menjadi PPK negara dan dibebaskan dari jabatan
organiknya;
2) sedang menjalani pemberhentian sementara;
3) sedang menerima uang tunggu;
4) sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
5) sedang menjalani tugas belajar baik di dalam negeri maupun di
luar negeri; dan
6) sedang dipekerjakan/diperbantukan pada badan internasional,
negara sahabat, atau instansi lain.
Atasan yang melakukan pemeriksaan dalam rangka upaya merukunkan
kembali, mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang, dan hidup
bersama di luar ikatan perkawinan yang sah terhadap PNS di unit kerja,
wajib membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

sesuai Anak Lampiran 20.
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BAB VIII
PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan bagi pegawai dalam menaati ketentuan izin
perkawinan dan perceraian.

Pedoman ini disusun agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak
menimbulkan keragu-raguan bagi PPK maupun atasan PNS di unit kerja

masing-masing.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT



ANAK LAMPIRAN 1
SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

2. NIP

3. Pangkat/golongan ruang

4. Jabatan

5. Unit Kerja

6. Agama

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diijinkan
untuk kawin ke ..... dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini :
1. Nama :

2. Tanggal lahir

3. Agama

4. Alamat

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya :

Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya
bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang.



ANAK LAMPIRAN 2

SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit Kerja
. Agama :
engan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan kawin dengan calon istri
..... sebagai tersebut di bawah ini :
Nama :
Tanggal lahir
Agama
Alamat

PON=FOOAR QN

Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :
1.

2.
3.
4. dan seterusnya.

Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari istri ke ....
2. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat jaminan berlaku adil.
4. Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
a. Istri saya yang ke .... mendapat penyakit jasmani/rohani yang sukar
disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri *
b. Istri saya yang ke .... mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat
disembuhkan *
c. Istri saya yang ke ... tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah
menikah ..... tahun *
S. Surat keterangan dari ................ ** yang menyatakan bahwa tidak akan

mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke ...

Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Meminta ijin

CATATAN :

*  Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah
sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan

Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan
dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

*x



ANAK LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR : ..o

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit Kerja

. Agama

Atasan langsung dari :

1. Nama

2. NIP

3. Pangkat/golongan ruang
4. Jabatan
5

6

ounRLb=

Unit Kerja
Agama

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Saudara
.......................... tersebut kawin dengan calon istri ke .... yaitu :

1. Nama

2. Tanggal lahir
3. Agama

4. Alamat

akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan.



ANAK LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR : ..o

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

. Agama

Atasan langsung dari :

1. Nama

2. NIP

3. Pangkat/golongan ruang

4. Jabatan

5

6

oukLbr=

Unit Kerja
Agama

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Saudara
.......................... kawin dengan calon istri ke .... yaitu :

1. Nama

2. Tanggal lahir
3. Agama

4. Alamat

Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan.



ANAK LAMPIRAN 5

Menimbang : a.

Mengingat ;1.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : .o,
TENTANG

PENOLAKAN PERMINTAAN IJIN UNTUK
BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

bahwa berdasarkan alasan-alasan dan Dbukti-bukti yang
dikemukakan oleh Sdr. ... untuk kawin
dengan istri ke ...... bertentangan dengan akal sehat dan tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

s dst;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di

atas perlu menolak permintaan ijin yang diajukan oleh Sdr.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014, Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nomor 3250);

e, dst;

MEMUTUSKAN:

: Menolak permintaan ijin untuk kawin dengan calon istri ke ..........

yang diajukan oleh :

. Nama

. NIP

. Pangkat/golongan ruang
. Jabatan

. Unit Kerja

. Agama

Ul P~ WN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN TENAGA  NUKLIR
NASIONAL,



ANAK LAMPIRAN 6

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

5.

DUl Ph WN —

NOMOR : .o,
TENTANG
PEMBERIAN IJIN UNTUK
BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

. bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang
dikemukakan oleh Sdr. ....................... untuk kawin dengan
istri ke ...... bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e dst;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan

di atas perlu menyetujui permintaan ijin yang diajukan oleh
SAr. e ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran 3250);
.......................... dst;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan ijin kepada:

. Nama

. NIP

. Pangkat/golongan ruang

. Jabatan

. Unit Kerja :
. Agama :

Untuk melakukan perkawinan dengan calon istri ke

sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. :
2.
3.
4.

Nama
Tanggal lahir
Agama
Alamat



KEDUA

KETIGA
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: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL,



ANAK LAMPIRAN 7

LAPORAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Agama :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan
............................ * Nomor ...............ceee...... tanggal ...................... tentang
Pemberian Pemberian Ijin untuk beristri lebih dari seorang, maka :

1. Padatanggal .......cccovvviviiiiniiniininene.

AR o

20 Al v

Saya telah melangsungkan perkawinan dengan istri ke ....... :
1. Nama :

2. Tanggal lahir

3. Agama

4. Alamat

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
1. Salinan sah surat/akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua)
2. Pas foto istri saya ukuran 3x4 cm, warna hitam putih sebanyak 3 (tiga) lembar

Berhubung dengan itu maka saya mengharapkan agar :
1. Perkawinan tersebut dicatat dalam Daftar Keluarga saya.
2. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri saya.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :
* Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.
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ANAK LAMPIRAN 8

SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN
PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
L. . Nama
. NIP/Nomor Identitas
. Pangkat/golongan ruang
. Jabatan/pekerjaan
. Tanggal lahir
Alamat
. Nama
. NIP/Nomor Identitas
. Pangkat/golongan ruang *
. Jabatan/pekerjaan
. Tanggal lahir
Alamat
[II. dan seterusnya
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
Nama :
NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
Jabatan/pekerjaan
Satuan Organisasi
Alamat

II.

000 T O Q0 TR

SR L=

telah melakukan zinah pada tanggal .............. jam ......... di........
seorang wanita/pria** yang mengaku bernama ..................

mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

PP

3. dan seterusnya.

................ dengan

Adapun kami

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di
kemudian hari ternyata pernyataan kami ini terbukti tidak benar, kami bersedia

menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

Kami yang membuat pernyataan :

R N ) 20 (rererr )
NIP/Nomor Identitas NIP/Nomor Identitas

Mengetahui :

NIP/Nomor Identitas

CATATAN :
*  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
**  Coret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN 9

LAPORAN PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
Jabatan / pekerjaan

Satuan Organisasi
Istri/Suami ** dari

a. Nama

b. NIP/Nomor Identitas

c. Pangkat/golongan ruang *
d. Jabatan/pekerjaan

e. Satuan Organisasi

7. Alamat

SR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa istri/suami* saya :
. Nama :

. NIP/Nomor Identitas

. Pangkat/golongan ruang *

. Jabatan / pekerjaan

. Satuan Organisasi

. Alamat

ONUT P WN -

telah melakukan zinah pada tanggal ..............c.ooll jam .. di
....................................... dengan seorang wanita/pria* yang mengaku bernama

e
3. dan seterusnya.

Demikianlah laporan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari
ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan
yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

NIP/Nomor Identitas

CATATAN :
*  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
**  Coret yang tidak perlu
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SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI *

Yang bertanda tangan di bawah ini :
L. . Nama

. NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
. Jabatan / pekerjaan
Satuan Organisasi
Tanggal lahir

Alamat

. Nama

. NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
. Jabatan / pekerjaan
Satuan Organisasi
Tanggal lahir

Alamat

II.

RHMOQOTPR™OAO T

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Nama :

2. NIP/Nomor Identitas

3. Pangkat/golongan ruang *

4. Jabatan / pekerjaan

5.  Satuan Organisasi

6. Alamat :

kami kenal sejak tanggal .................coll sebagai pemadat/pemabuk/penjudi*
yang sukar disembuhkan, dengan keterangan sebagai berikut :
PP PPPPN
N

3. dan seterusnya.
Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian

hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala
tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

Kami yang membuat pernyataan :

) R PN ) 20 (cererre )
NIP/Nomor Identitas NIP/Nomor Identitas

Mengetahui :

NIP/Nomor Identitas

CATATAN :
*  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
**  Coret yang tidak perlu
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SURAT PERMINTAAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LN

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan untuk melakukan perceraian
dengan istri/suami* saya :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang **

Jabatan/Pekerjaan

Agama

Alamat

curLb=

Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan ijin untuk melakukan perceraian
adalah :

e
3. dan seterusnya

Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
PP
e
3. dan seterusnya

Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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SURAT PEMBERITAHUAN
GUGATAN PERCERAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit Kerja

Tanggal lahir

Agama

Alamat

NN R WD

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian
oleh suami/istri * saya :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang **

Jabatan/Pekerjaan

Agama

Nk

Hormat saya,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
**  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

-15 -

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : oot
TENTANG

PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN

5.

AUl P~ WN

. bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang

dikemukakan oleh Sdr. ...............c.cl untuk melakukan
perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

........... dst;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan

di atas perlu menolak permintaan ijin perceraian yang diajukan
oleh SAr. .....ccvviiiiiiiii. ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3250) ;

...................... Dst;

MEMUTUSKAN:

: Menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian yang
diajukan pada tanggal ...................... oleh :

. Nama :

. NIP

. Pangkat/golongan ruang

. Jabatan

. Unit Kerja

. Agama

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN TENAGA  NUKLIR
NASIONAL,



ANAK LAMPIRAN 14

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

-17 -

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

5.

NOUAWN=COUAWN =

NOMOR : oot
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN

. bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang

dikemukakan oleh  Sdr. ... untuk
melakukan perceraian tidak bertentangan dengan akal sehat
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

e dst;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan
di atas perlu menyetujui permintaan ijin perceraian yang
diajukan oleh Sdr. ...t ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran 3250);
............ dst;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan ijin kepada:

. Nama

. NIP

. Pangkat/golongan ruang
. Jabatan

. Unit Kerja

. Agama
ntuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya* :

. Nama

. NIP/Nomor Identitas

. Pangkat/golongan ruang**
. Jabatan/Pekerjaan

. Satuan organisasi

. Agama

. Alamat
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KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan wuntuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
KEPALA BADAN TENAGA  NUKLIR
NASIONAL,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu.
** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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ANAK LAMPIRAN 15

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
NOMOR : oo

Berdasarkan surat tanggal .............c.coooil yang disampaikan oleh :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Agama

Alamat

Noukb-

tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri/suaminya* :
Nama :

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang**

Jabatan/pekerjaan

Satuan Organisasi

Agama

Alamat

NouRrbe=

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh
Saudara ........ccceeeieinenenn. tersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh
akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
**  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Tempat dan tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LN

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
1. Padatanggal ........coooiiiiiiiiiiiiiiii
2. DI e

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria* sebagai
tersebut di bawah ini :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang*

Jabatan / Pekerjaan

Satuan organisasi

Tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LD

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
1. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap ....
2. Pas foto istri/suami* saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak .... Lembar.

Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
1. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
2. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami* saya.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
**  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP

Pangkat/gol. ruang

Jabatan

Unit Kerja

Instansi

Tempat/tanggal lahir

Agama

Alamat

CONoRLN =

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

a. Padatanggal .......ccoooiiiiiiiiiiiiiii

D D e
Telah melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita/pria* sebagai tersebut di bawah
ini :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/gol. ruang**

Jabatan/Pekerjaan

Satuan organisasi

Tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LD

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
1. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap ....
2. Pas foto istri/suami* saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak .... Lembar.

Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
1. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
2. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami* saya.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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LAPORAN PERCERAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

2. NIP

3. Pangkat/golongan ruang

4. Jabatan

5. Satuan organisasi

6. Agama

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan

............................ * Nomor ........c......e.e....... Tanggal ...................... Tentang
Pemberian Ijin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama /
Pengadilan Negeri ....................... Nomor ......c.coceennen.. Tanggal ..., ,
saya telah melakukan perceraian dengan istri/suami ** saya :

Nama :
NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang ****
Jabatan / Pekerjaan

Satuan organisasi

Agama

Alamat

NouRrbe=

Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai/akta perceraian dalam rangkap

Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :

* Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.
** Coret yang tidak perlu.

*** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
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SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
NIP

Tempat/tanggal lahir
Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Alamat

Noukowh

dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan
anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu
sebagai berikut :

W

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui: L tanggal.....................

(atasan langsung.............ccceuene.n. ) (oo e e )
NIP NIP

Tembusan:
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RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.............. tanggal ........... bulan ........... tahun ............... saya/Tim
Pemeriksa®):

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

3. dst.

berdasarkan surat permintaan izin untuk melakukan = perceraian/surat
pemberitahuan adanya gugatan perceraian/surat permintaan izin untuk beristri lebih
dari seorang/informasi*), sesuai kewenangan yang ada pada Saya/Tim Pemeriksa*)
telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama (pria)
NIP/NIK¥)
Pangkat/Gol.
Jabatan/Pekerjaan
Unit Kerja

Nama (wanita)
NIP/NIK¥)
Pangkat/Gol.
Jabatan/Pekerjaan
Unit Kerja

dalam rangka upaya merukunkan suami istri yang akan melakukan
perceraian/memberikan nasehat pertimbangan untuk  Dberistri lebih dari
seorang/dugaan adanya hidup bersama diluar perkawinan yang sah®).

1. Pertanyaan:

2. Pertanyaan:
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2. Jawaban:

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa: Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*):
Nama (pria): 1. Nama
Tanda tangan: NIP
Tanda tangan :
Nama (wanita): 2. Nama
Tanda tangan: NIP :
Tanda tangan :
Saksi-saksi : 3. dst.
1. Nama :
NIP
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP

Tanda tangan :

*) Coret yang tidak perlu
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LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan
abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat
dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal
hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau
bermaksud melakukan perceraian. Sebagai unsur aparatur negara, abdi
negara, dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan
tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh wurusan kehidupan rumah
tangga/keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah mengatur
ketentuan tentang perkawinan dan perceraian.

Untuk itu perlu ada pedoman sebagai acuan bagi PNS dalam menaati

ketentuan izin perkawinan dan perceraian.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Pedoman ini sebagai acuan bagi PNS dalam menaati ketentuan izin
perkawinan dan perceraian;

Sebagai panduan bagi atasan dalam upaya merukunkan kembali PNS
yang akan melakukan perceraian; dan

Agar pelaksanaan pemberian izin perkawinan dan perceraian PNS

dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman pemberian izin perkawinan dan perceraian pegawai BATAN

ini berisi tentang ketentuan mengenai perkawinan meliputi ketentuan bagi

PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang dan larangan terhadap PNS

wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan seterusnya,

perceraian, larangan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah,

laporan perkawinan dan mutasi keluarga serta sanksi-sanksi.

D. PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan di Badan Tenaga Nuklir Nasional
(BATAN).

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Kepala BATAN.

Atasan adalah PPK struktural yang membawahi PNS di lingkungan Unit
Kerja.

Tim Pertimbangan Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang
selanjutnya disebut Tim adalah personal yang ditunjuk dalam Surat
Keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPK.

Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
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Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
dan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan.
Anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah,
anak yang disahkan, atau anak angkat.
Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan, dan
tunjangan lain yang berhak diterimanya termasuk tunjangan kinerja
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, setelah dipotong iuran
wajib.
[uran Wajib Pegawai adalah iuran dari gaji pokok dan tunjangan
keluarga PNS untuk iuran pensiun, iuran tabungan hari tua, dan iuran
jaminan kesehatan, tidak termasuk cicilan hutang yang timbul setelah
terjadinya perceraian.
Mutasi keluarga adalah suatu perubahan yang terjadi pada keluarga,
yaitu perkawinan, perceraian, kelahiran/pertambahan anak, kematian

anak, dan kematian suami/istri.
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BAB II
PERKAWINAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI

SEORANG

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, PNS

pria yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut :

1.
2.

Memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari PPK.

Memenuhi paling kurang satu syarat alternatif dan ketiga syarat

kumulatif, yaitu :

a. Syarat Alternatif

1)

2)

3)

istri tidak dapat menjalankan kewajiban secara biologis
maupun kewajiban lain karena menderita penyakit jasmani
atau rohani yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter pemerintah;

istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak
dapat disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita
penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter Pemerintah; atau

istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah paling
kurang 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter pemerintah.

b. Syarat Kumulatif

1)

2)

ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri
PNS yang bersangkutan. Apabila istri PNS pria yang
bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu
membuat surat persetujuan secara tertulis secara ikhlas.
Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan PNS yang
bersangkutan paling rendah pejabat eselon IV/pengawas;

PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang

cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-
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anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak
penghasilan; dan
3) ada jaminan tertulis dari PNS pria yang bersangkutan bahwa
ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya,
sesuai dengan Anak Lampiran 1.

Surat pemintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dibuat sesuai

dengan Anak Lampiran 2, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan bukti sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 huruf a dan semua bahan bukti
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

b. Dibuat paling kurang dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

1) 1 (satu) lembar untuk PPK; dan
2) 1 (satu) lembar untuk pertinggal.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih

dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada PPK.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri

lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada PPK melalui

saluran hirarki paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
ia menerima surat permintaan izin itu.

PPK harus mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan

terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu.

Sebelum mengambil keputusan, PPK secara hirarki ke bawah

berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada PNS dan calon

istri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristri
lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat PNS
yang bersangkutan atau tempat calon istri berjauhan dari tempat
kedudukan PPK, maka PPK dapat menginstruksikan kepada atasan

PNS untuk memberikan nasehat tersebut.

Apabila nasehat sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) tidak

berhasil, maka PPK mengambil keputusan atas permintaan izin

untuk beristri lebih dari seorang.
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Permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang ditolak apabila :

a.

bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;

. tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristri lebih dari
seorang bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan,
yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung PNS
yang bersangkutan, paling rendah pejabat eselon IV/pengawas
atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat sesuai Anak

Lampiran 3.

Permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dapat disetujui

apabila :

a.

tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;

memenuhi salah satu syarat alternatif sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf b;

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

alasan-alasan yang dikemukakan wuntuk beristri lebih dari
seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas
kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan
langsung PNS yang bersangkutan, paling rendah pejabat eselon
IV/pengawas atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat sesuai

dengan Anak Lampiran 4.

Surat Keputusan :

a.

Penolakan permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang,

dibuat sesuai dengan Anak Lampiran 5.
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b. Pemberian izin untuk beristri lebih dari seorang dibuat sesuai
dengan Anak Lampiran 6.

Surat Keputusan penolakan dan surat keputusan pemberian izin
untuk beristri lebih dari seorang masing-masing dibuat dalam
rangkap 4 (empat), yaitu :
a. 1 (satu) lembar untuk PNS yang bersangkutan;
b. 1 (satu) lembar untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara;
c. 1 (satu) lembar untuk atasan langsung PNS;
d. 1 (satu) lembar untuk arsip.
PNS pria yang telah mendapat izin untuk beristri lebih dari seorang,
apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib
melaporkannya kepada PPK melalui saluran hirarki paling lambat 1
(satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan,

yang dibuat sesuai dengan Anak Lampiran 7.

PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG AKAN MENJADI ISTRI
KEDUA/KETIGA/KEEMPAT DAN SETERUSNYA

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, sehingga:

1.

PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan
seterusnya.
Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri

kedua/ketiga/keempat dan seterusnya dilarang menjadi PNS.
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BAB III
PERCERAIAN

PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis
atau surat keterangan lebih dahulu dari PPK.

PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan
berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih
dahulu dari PPK.

PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan
berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis
adanya gugatan dari suami atau istrinya, dibuat sesuai dengan Anak
Lampiran 8.

Pemberitahuan adanya gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada angka
3 disampaikan melalui saluran hirarki kepada PPK untuk mendapatkan
surat keterangan, dalam waktu paling lambat enam hari kerja setelah ia
menerima gugatan perceraian yang dibuat sesuai Anak Lampiran 9.
Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya
berkedudukan sebagai PNS baik  dalam satu lingkungan
departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda,
masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat
keterangan lebih dahulu dari PPK.

PNS dapat melakukan perceraian apabila ada salah satu dari alasan sah
seperti tersebut dibawah ini:

a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :

1) keputusan pengadilan;

2) surat pernyataan dari paling kurang 2 (dua) orang saksi yang telah
dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut
diketahui oleh PPK yang berwajib serendah-rendahnya Camat dan
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak
Lampiran 10; atau

3) perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau istri) dengan

tertangkap tangan. Dalam hal demikian, maka pihak yang
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mengetahui perbuatan zinah membuat laporan yang menguraikan
hal ikhwal perzinahan itu, yang dibuat menurut Anak Lampiran 11.

b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar
disembuhkan yang dibuktikan dengan:

1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang
mengetahui perbuatan itu, diketahui oleh PPK yang berwajib
serendah-rendahnya Camat, yang dibuat menurut Anak Lampiran
12; atau

2) Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa
menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi
pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar
disembuhkan /diperbaiki.

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan
dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang
disahkan oleh Camat.

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan
berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum
dari dokter pemerintah.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukum lagi dalam
rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala
Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Camat.

Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat sesuai dengan Anak

Lampiran 13.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan

salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam

pada angka 2.
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Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat rangkap 2 (dua) untuk :
a. PPK yang disampaikan melalui saluran hirarki; dan
b. pertinggal.
Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus
berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila
usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian
itu kepada PPK secara hirarki disertai pertimbangan tertulis, paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat
permintaan izin perceraian.

PPK harus mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung

mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian.

Sebelum mengambil keputusan, PPK melalui Tim wajib secara optimal

merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat.

Apabila perlu, PPK melalui Tim dapat meminta keterangan dari pihak lain

yang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan.

Apabila upaya merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak

berhasil, maka PPK melalui Tim mengambil keputusan atas permintaan

izin perceraian itu dengan mempertimbangkan :

a. alasan-alasan yang dikemukakan oleh PNS yang bersangkutan
sebagaimana tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan
lampiran-lampirannya;

b. pertimbangan yang diberikan oleh atasan langsung PNS yang
bersangkutan; dan

c. keterangan dari pihak lain yang mengetahui keadaan suami istri yang
mengajukan permintaan izin perceraian, apabila ada.

Keputusan PPK dapat berupa :

a. penolakan pemberian izin; dan

b. pemberian izin.

Permintaan izin untuk bercerai ditolak , apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;

b. tidak ada alasan yang sah;
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c. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
d. alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
Permintaan izin untuk bercerai dapat diberikan, apabila :
a. tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama/kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya;
b. ada alasan yang sah;
c. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
d. alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal
sehat.
Penolakan atau pemberian izin perceraian dilakukan dengan surat
keputusan.
Surat keputusan penolakan permintaan izin perceraian dibuat menurut
Anak Lampiran 14.
Surat Keputusan pemberian izin perceraian dibuat menurut Anak
Lampiran 15.
Surat Keputusan penolakan atau pemberian izin perceraian dibuat
rangkap 3 (tiga) yaitu:
a. 1 (satu) lembar untuk PNS yang bersangkutan;
b. 1 (satu) lembar untuk atasan langsung PNS yang bersangkutan, paling
rendah pejabat eselon IV/pengawas; dan
c. 1 (satu) lembar untuk pertinggal.
Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-
anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan
sebagai berikut :
1) sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan.
2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas
istrinya.
b. Walaupun perceraian terjadi atas kehendak PNS pria namun akar

permasalahan terjadinya perceraian disebabkan oleh istri, maka PNS
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pria tidak diwajibkan memberikan sebagian penghasilan kepada bekas

istri.

c. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua,

yaitu setengah untuk PNS pria yang bersangkutan dan setengah untuk

bekas istrinya.

d. Apabila anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan, maka pembagian

gaji ditetapkan sebagai berikut :

1) sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan.

2) sepertiga gaji untuk bekas istrinya.

3) sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria

yang bersangkutan.

e. Apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan

sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi
hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
Contohnya: Seorang PNS bercerai dengan istrinya, pada waktu
perceraian terjadi mereka mempunyai tiga orang anak, yang seorang
mengikuti PNS yang bersangkutan dan yang dua orang mengikuti
bekas istri. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak
anak itu dibagi menjadi sebagai berikut :
1) 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 1/9 (sepersembilan) gaji
diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan; dan
2) 2/3 (duapertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 2/9 (duapersembilan) gaji
diterimakan kepada bekas istrinya.
Hak atas bagian gaji sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku apabila
perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena
istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan
perkataan lain, apabila istri meminta cerai karena dimadu, maka sesudah
perceraian terjadi, bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut.
Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran
bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri

yang bersangkutan kawin lagi.
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Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak
ikut bekas istri tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak
tersebut yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan.
Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti PNS dan
sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak
tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap
diterimakan kepada bekas istri.
Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh
lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah
kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran
bagian gaji untuknya dihentikan.
Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut pada angka
24, dibayarkan kepada PNS yang bersangkutan.
Apabila PNS pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin
lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas
istri tersebut berhak menerima:
a. 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji PNS yangbersangkutan,
apabila anak mengikuti PNS tersebut;
b. 2/3 (duapertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji PNS yang bersangkutan
apabila anak mengikuti bekas istri; dan
c. apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan
sebagian anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 (sepertiga) dari 1/3
(sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah
anak.
Pembagian gaji sebagaimana dimaksud angka 26, adalah menjadi
kewajiban masing-masing PPK yang bersangkutan, atau pejabat lain yang
ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah PNS yang
bersangkutan.
Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang
bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:
a. apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka
pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.

b. dengan tidak mengurangi ketentuan huruf a di atas, maka:
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apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka 1/3 (sepertiga)
gaji PNS yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan
kepada bekas istrinya;
apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan
sebagian mengikuti bekas istrinya, maka 1/3 (sepertiga) gaji yang

menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.
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BAB IV

LARANGAN HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH

PNS dilarang hidup bersama dengan wanita/pria sebagai suami istri di
luar ikatan perkawinan yang sah.

Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya PNS
dilingkungannya melakukan hidup bersama diluar perkawinan yang sah,
wajib memanggil PNS yang bersangkutan untuk diperiksa, apakah ia
benar melakukan hidup bersama dengan wanita/pria di luar ikatan
perkawinan yang sah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Pejabat atau pejabat
lain yang ditunjuk olehnya.

Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata, bahwa PNS yang
bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama dengan
wanita/pria di luar ikatan perkawinan yang sah, maka PNS yang
bersangkutan diperingatkan secara tertulis agar ia menghentikan hidup

bersama itu.
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BAB V
LAPORAN MUTASI KELUARGA

Setiap PNS wajib melaporkan kepada PPK secara hirarki setiap mutasi

keluarganya, yaitu :

1.

A.

Laporan perkawinan pertama dan laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil

yang telah menjadi duda/janda.

Laporan perkawinan PNS pria yang beristri lebih dari seorang.

Laporan perceraian.

Laporan Perkawinan

1.

PNS yang telah melangsungkan perkawinan pertama, wajib

melaporkan perkawinannya secara tertulis kepada PPK secara

hirarki.

Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), berlaku juga bagi

PNS duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi dan PNS yang

melakukan perkawinan kedua.

Laporan perkawinan pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) harus

dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai

tanggal perkawinan itu dilangsungkan.

Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dibuat

dengan Anak Lampiran 16 atau 17.

Laporan perkawinan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) untuk :

a. PPK yang disampaikan secara hirarki;

b. Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui
Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya; dan

c. Pertinggal.

Laporan perkawinan tersebut dilampirkan:

a. Salinan sah surat nikah/akta nikah sebanyak 1 (satu) rangkap
untuk PPK dan 1 (satu) rangkap untuk Kepala BKN.

b. Pas foto berwarna istri/suami ukuran 3 x 4 cm sebanyak 1 (satu)
lembar untuk PPK dan 2 (dua) lembar untuk Kepala BKN,

dibelakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap istri/suami
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serta nama dan NIP/Nomor Identitas PNS yang menjadi

suami/istri.

B. Laporan Perceraian
1. PNS yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian, apabila
telah melakukan perceraian dan mendapatkan salinan sah surat
cerai/akta perceraian dari pengadilan, maka ia wajib melaporkannya
kepada PPK secara hirarki sesuai dengan Anak Lampiran 18, paling
lambat 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian dilakukan.
2. Laporan perceraian dilampiri dengan salinan sah surat cerai/akta
perceraian, petikan putusan pengadilan dan surat pernyataan
pembagian gaji sesuai dengan Anak Lampiran 19 serta dibuat
rangkap 4 (empat) yaitu :
a. 1 (satu) lembar untuk PPK yang disampaikan melalui saluran
hirarki;
b. 1 (satu) lembar untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang
disampaikan melalui PPK atau PPK lain yang ditunjuk olehnya;
c. 1 (satu) lembar untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang
setingkat dengan itu; dan

d. 1 (satu) lembar untuk pertinggal.
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BAB VI
SANKSI

PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat, apabila :

melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari PPK;
beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari
PPK; dan

melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan
perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh
PPK, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.

menolak melaksanakan pembagian gaji dan/atau tidak mau

menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dijatuhkan oleh

PPK yang berwenang menghukum menurut ketentuan dan tata cara

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Atasan dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat, apabila

melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

a.

tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan
izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan
perceraian, dan/atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan
izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya PNS di
unit kerjanya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan

perkawinan yang sah.
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BAB VII
LAIN-LAIN

Ketentuan dalam pedoman ini berlaku bagi :
a. Calon Pegawai Negeri Sipil,;
b. Pegawai Negeri Sipil yang :
1) diangkat menjadi PPK negara dan dibebaskan dari jabatan
organiknya;
2) sedang menjalani pemberhentian sementara;
3) sedang menerima uang tunggu;
4) sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
5) sedang menjalani tugas belajar baik di dalam negeri maupun di
luar negeri; dan
6) sedang dipekerjakan/diperbantukan pada badan internasional,
negara sahabat, atau instansi lain.
Atasan yang melakukan pemeriksaan dalam rangka upaya merukunkan
kembali, mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang, dan hidup
bersama di luar ikatan perkawinan yang sah terhadap PNS di unit kerja,
wajib membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

sesuai Anak Lampiran 20.
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BAB VIII
PENUTUP

Pedoman ini sebagai acuan bagi pegawai dalam menaati ketentuan izin
perkawinan dan perceraian.

Pedoman ini disusun agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak
menimbulkan keragu-raguan bagi PPK maupun atasan PNS di unit kerja

masing-masing.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

-ttd-

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM, HUMAS, DAN KERJA SAMA,

TOTTI TJIPTOSUMIRAT
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ANAK LAMPIRAN 1
SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

2. NIP

3. Pangkat/golongan ruang

4. Jabatan

5. Unit Kerja

6. Agama

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diijinkan
untuk kawin ke ..... dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini :
1. Nama :

2. Tanggal lahir

3. Agama

4. Alamat

Saya akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak saya :

Demikian surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
di kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya
bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang.



ANAK LAMPIRAN 2

SURAT PERMINTAAN IJIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit Kerja
. Agama :
engan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan kawin dengan calon istri
..... sebagai tersebut di bawah ini :
Nama :
Tanggal lahir
Agama
Alamat

PON=FOOAR QN

Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :
1.

2.
3.
4. dan seterusnya.

Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :

1. Surat persetujuan dari istri ke ....
2. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat jaminan berlaku adil.
4. Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
a. Istri saya yang ke .... mendapat penyakit jasmani/rohani yang sukar
disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri *
b. Istri saya yang ke .... mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat
disembuhkan *
c. Istri saya yang ke ... tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah
menikah ..... tahun *
S. Surat keterangan dari ................ ** yang menyatakan bahwa tidak akan

mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke ...

Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Meminta ijin

CATATAN :

*  Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah
sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan

Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan
dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

*x



ANAK LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR : ..o

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit Kerja

. Agama

Atasan langsung dari :

1. Nama

2. NIP

3. Pangkat/golongan ruang
4. Jabatan
5

6

ounRLb=

Unit Kerja
Agama

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Saudara
.......................... tersebut kawin dengan calon istri ke .... yaitu :

1. Nama

2. Tanggal lahir
3. Agama

4. Alamat

akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan.
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SURAT KETERANGAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR : ..o

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP
Pangkat/golongan ruang
Jabatan
Unit Kerja
. Agama
Atasan langsung dari :
Nama
2. NIP
3. Pangkat/golongan ruang
4. Jabatan
5
6

oukLbr=

Unit Kerja
Agama

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Saudara
.......................... kawin dengan calon istri ke .... yaitu :

1. Nama

2. Tanggal lahir
3. Agama

4. Alamat

Tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat
sumpah jabatan.



ANAK LAMPIRAN 5

Menimbang : a.

Mengingat ;1.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

batan
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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR & e,
TENTANG

PENOLAKAN PERMINTAAN IJIN UNTUK
BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

bahwa berdasarkan alasan-alasan dan Dbukti-bukti yang
dikemukakan oleh Sdr. ... untuk kawin
dengan istri ke ...... bertentangan dengan akal sehat dan tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

s dst;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di

atas perlu menolak permintaan ijin yang diajukan oleh Sdr.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014, Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nomor 3250);

e, dst;

MEMUTUSKAN:

: Menolak permintaan ijin untuk kawin dengan calon istri ke ..........

yang diajukan oleh :

. Nama

. NIP

. Pangkat/golongan ruang
. Jabatan

. Unit Kerja

. Agama

Ul P~ WN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL,
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

5.

DUl Ph WN —

NOMOR : .o,
TENTANG
PEMBERIAN IJIN UNTUK
BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

. bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang
dikemukakan oleh Sdr. ....................... untuk kawin dengan
istri ke ...... bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e dst;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan

di atas perlu menyetujui permintaan ijin yang diajukan oleh
SAr. o ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran 3250);
.......................... dst;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan ijin kepada:

. Nama

. NIP

. Pangkat/golongan ruang

. Jabatan

. Unit Kerja :
. Agama :

Untuk melakukan perkawinan dengan calon istri ke

sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. :
2.
3.
4.

Nama
Tanggal lahir
Agama
Alamat
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: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
KEPALA BADAN TENAGA  NUKLIR
NASIONAL,



ANAK LAMPIRAN 7

LAPORAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Agama :

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan
............................ * Nomor ...............ceee...... tanggal ...................... tentang
Pemberian Pemberian Ijin untuk beristri lebih dari seorang, maka :

1. Padatanggal .......cccovvviviiiiniiniininene.

AR o

20 Al v

Saya telah melangsungkan perkawinan dengan istri ke ....... :
1. Nama :

2. Tanggal lahir

3. Agama

4. Alamat

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
1. Salinan sah surat/akta perkawinan dalam rangkap 2 (dua)
2. Pas foto istri saya ukuran 3x4 cm, warna hitam putih sebanyak 3 (tiga) lembar

Berhubung dengan itu maka saya mengharapkan agar :
1. Perkawinan tersebut dicatat dalam Daftar Keluarga saya.
2. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri saya.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :
* Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.
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ANAK LAMPIRAN 8

SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN
PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
L. . Nama
. NIP/Nomor Identitas
. Pangkat/golongan ruang
. Jabatan/pekerjaan
. Tanggal lahir
Alamat
. Nama
. NIP/Nomor Identitas
. Pangkat/golongan ruang *
. Jabatan/pekerjaan
. Tanggal lahir
Alamat
[II. dan seterusnya
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
Nama :
NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
Jabatan/pekerjaan
Satuan Organisasi
Alamat

II.

000 T O Q0 TR

SR L=

telah melakukan zinah pada tanggal .............. jam ......... di........
seorang wanita/pria** yang mengaku bernama ..................

mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut:

PP

3. dan seterusnya.

................ dengan

Adapun kami

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di
kemudian hari ternyata pernyataan kami ini terbukti tidak benar, kami bersedia

menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

Kami yang membuat pernyataan :

R N ) 20 (rererr )
NIP/Nomor Identitas NIP/Nomor Identitas

Mengetahui :

NIP/Nomor Identitas

CATATAN :
*  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
**  Coret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN 9

LAPORAN PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
Jabatan / pekerjaan

Satuan Organisasi
Istri/Suami ** dari

a. Nama

b. NIP/Nomor Identitas

c. Pangkat/golongan ruang *
d. Jabatan/pekerjaan

e. Satuan Organisasi

7. Alamat

SR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa istri/suami* saya :
. Nama :

. NIP/Nomor Identitas

. Pangkat/golongan ruang *

. Jabatan / pekerjaan

. Satuan Organisasi

. Alamat

ONUT P WN -

telah melakukan zinah pada tanggal ..............c.ooll jam .. di
....................................... dengan seorang wanita/pria* yang mengaku bernama

e
3. dan seterusnya.

Demikianlah laporan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari
ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan
yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

NIP/Nomor Identitas

CATATAN :
*  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
**  Coret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN 10

SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI *

Yang bertanda tangan di bawah ini :
L. . Nama

. NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
. Jabatan / pekerjaan
Satuan Organisasi
Tanggal lahir

Alamat

. Nama

. NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang *
. Jabatan / pekerjaan
Satuan Organisasi
Tanggal lahir

Alamat

II.

RHMOQOTPR™OAO T

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Nama :

2. NIP/Nomor Identitas

3. Pangkat/golongan ruang *

4. Jabatan / pekerjaan

5.  Satuan Organisasi

6. Alamat :

kami kenal sejak tanggal .................coll sebagai pemadat/pemabuk/penjudi*
yang sukar disembuhkan, dengan keterangan sebagai berikut :
PP PPPPN
N

3. dan seterusnya.
Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian

hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala
tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

Kami yang membuat pernyataan :

) R PN ) 20 (cererre )
NIP/Nomor Identitas NIP/Nomor Identitas

Mengetahui :

NIP/Nomor Identitas

CATATAN :
*  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
**  Coret yang tidak perlu
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ANAK LAMPIRAN 11

SURAT PERMINTAAN IZIN MELAKUKAN PERCERAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LN

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan untuk melakukan perceraian
dengan istri/suami* saya :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang **

Jabatan/Pekerjaan

Agama

Alamat

curLb=

Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan ijin untuk melakukan perceraian
adalah :

e
3. dan seterusnya

Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
PP
e
3. dan seterusnya

Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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ANAK LAMPIRAN 12

SURAT PEMBERITAHUAN
GUGATAN PERCERAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP

Pangkat/golongan ruang
Jabatan

Unit Kerja

Tanggal lahir

Agama

Alamat

NN R WD

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian
oleh suami/istri * saya :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang **

Jabatan/Pekerjaan

Agama

Nk

Hormat saya,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
**  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

batan
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KEPUTUSAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : oot
TENTANG

PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN

5.

AUl P~ WN

. bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang

dikemukakan oleh Sdr. ...............c.cl untuk melakukan
perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

........... dst;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan

di atas perlu menolak permintaan ijin perceraian yang diajukan
oleh SAr. .....ccvviiiiiiiii. ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3250) ;

...................... Dst;

MEMUTUSKAN:

: Menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian yang
diajukan pada tanggal ...................... oleh :

. Nama :

. NIP

. Pangkat/golongan ruang

. Jabatan

. Unit Kerja

. Agama

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL,
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA
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KEPUTUSAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

5.

NOUAWN=COUAWN =

NOMOR : oot
TENTANG
PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN

. bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang

dikemukakan oleh  Sdr. ... untuk
melakukan perceraian tidak bertentangan dengan akal sehat
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;

e dst;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan
di atas perlu menyetujui permintaan ijin perceraian yang
diajukan oleh Sdr. ...t ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran 3250);
............ dst;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan ijin kepada:

. Nama

. NIP

. Pangkat/golongan ruang
. Jabatan

. Unit Kerja

. Agama
ntuk melakukan perceraian dengan istri/suaminya* :

. Nama

. NIP/Nomor Identitas

. Pangkat/golongan ruang**
. Jabatan/Pekerjaan

. Satuan organisasi

. Agama

. Alamat



batan
-18 -
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan wuntuk diindahkan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal
KEPALA BADAN TENAGA  NUKLIR

NASIONAL,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu.
** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil



batan
-19 -
ANAK LAMPIRAN 15

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN
NOMOR : oo

Berdasarkan surat tanggal .............c.coooil yang disampaikan oleh :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Agama

Alamat

Noukb-

tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri/suaminya* :
Nama :

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang**

Jabatan/pekerjaan

Satuan Organisasi

Agama

Alamat

NouRrbe=

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh
Saudara ........ccceeeieinenenn. tersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh
akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
**  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

NIP

Pangkat/golongan ruang

Jabatan

Unit Kerja

Tempat dan tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LN

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
1. Padatanggal ........coooiiiiiiiiiiiiiiii
2. DI e

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria* sebagai
tersebut di bawah ini :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/golongan ruang*

Jabatan / Pekerjaan

Satuan organisasi

Tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LD

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
1. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap ....
2. Pas foto istri/suami* saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak .... Lembar.

Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
1. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
2. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami* saya.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
**  Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP

Pangkat/gol. ruang

Jabatan

Unit Kerja

Instansi

Tempat/tanggal lahir

Agama

Alamat

CONoRLN =

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

a. Padatanggal .......ccoooiiiiiiiiiiiiiii

D D e
Telah melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita/pria* sebagai tersebut di bawah
ini :

Nama

NIP/Nomor Identitas

Pangkat/gol. ruang**

Jabatan/Pekerjaan

Satuan organisasi

Tanggal lahir

Agama

Alamat

XN h LD

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
1. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap ....
2. Pas foto istri/suami* saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak .... Lembar.

Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
1. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
2. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi istri/suami* saya.

Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :
*  Coret yang tidak perlu
** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil
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LAPORAN PERCERAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

2. NIP

3. Pangkat/golongan ruang

4. Jabatan

5. Satuan organisasi

6. Agama

Dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan

............................ * Nomor ........c......e.e....... Tanggal ...................... Tentang
Pemberian Ijin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama /
Pengadilan Negeri ....................... Nomor ......c.coceennen.. Tanggal ..., ,
saya telah melakukan perceraian dengan istri/suami ** saya :

Nama :
NIP/Nomor Identitas
Pangkat/golongan ruang ****
Jabatan / Pekerjaan

Satuan organisasi

Agama

Alamat

NouRrbe=

Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai/akta perceraian dalam rangkap

Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

CATATAN :

* Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.
** Coret yang tidak perlu.

*** Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
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SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
NIP

Tempat/tanggal lahir
Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Alamat

Noukowh

dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan
anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu
sebagai berikut :

W

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui: L tanggal.....................

(atasan langsung.............ccceuene.n. ) (oo e e )
NIP NIP

Tembusan:
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RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.............. tanggal ........... bulan ........... tahun ............... saya/Tim
Pemeriksa®):

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

3. dst.

berdasarkan surat permintaan izin untuk melakukan = perceraian/surat
pemberitahuan adanya gugatan perceraian/surat permintaan izin untuk beristri lebih
dari seorang/informasi*), sesuai kewenangan yang ada pada Saya/Tim Pemeriksa¥)
telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama (pria)
NIP/NIK¥)
Pangkat/Gol.
Jabatan/Pekerjaan
Unit Kerja

Nama (wanita)
NIP/NIK¥)
Pangkat/Gol.
Jabatan/Pekerjaan
Unit Kerja

dalam rangka upaya merukunkan suami istri yang akan melakukan
perceraian/memberikan nasehat pertimbangan untuk  Dberistri lebih dari
seorang/dugaan adanya hidup bersama diluar perkawinan yang sah®).

1. Pertanyaan:

2. Pertanyaan:



2. Jawaban:

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa: Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*):
Nama (pria): 1. Nama
Tanda tangan: NIP
Tanda tangan :
Nama (wanita): 2. Nama
Tanda tangan: NIP :
Tanda tangan :
Saksi-saksi : 3. dst.
1. Nama :
NIP
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP

Tanda tangan :

*) Coret yang tidak perlu





